ZONA INTEGRITAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR : 06/HK.03.1.Kpt/3518/KPU-
Kab/IX/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah
bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dari melayani (WBBM) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, maka dipandang perlu
membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi
(WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM); bahwa mereka yang
namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan
memenuhi syrarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas
menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
(wBBM) di lingkungan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Nganjuk; bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nganjuk tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
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